
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM
PEMBAURAN KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN

KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mempelancar tugas pokok dan fungsi Forum
Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur,
dimana pada Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2012
tidak terdapat Pasal-pasal yang mengatur tentang masa

bakti, mekanisme pergantian pengurus jika terjadi hal-hal
yang mengakibatkan terhambatnya tugas-tugas
kepengurusan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK):

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan
dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan
Provinsi Kalimantan Timur,

Mengingat : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia
Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3889),

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),
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Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373),

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3298),

5.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 6781),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran
Kebangsaan di Daerah,

7.

Peraturan Menteri Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694),
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun
2012 tentang Pedoman Pembentukan Forum Pembauran
Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran
Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 24):
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun
2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi
Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2020 Nomor 18):

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN DAN DEWAN PEMBINA FORUM PEMBAURAN
KEBANGSAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal!

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina
Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 24), diubah sebagai berikut:

Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:
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Pasal 6A

Masa bakti kepengurusan FPK berlaku selama5 (lima) tahun.(1 s
Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 1

(satu) kali masa bakti.
(2)

Pergantian kepengurusan FPK dilakukan apabila:(3)
a.
b.

pengurus bersangkutan meninggal dunia,
pengurus bersangkutan pindah domisili di luar wilayah Kalimantan
Timur,
apabila pengurus bersangkutan dianggap tidak mampu
melaksanakan tugas, sesuai dengan keterangan pihak-pihak yang
berkompeten, dan
apabila pengurus yang bersangkutan mengundurkan diri.d.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 27 Februari 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR
Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
TARIAT DAERAH PROV,KALTIM

Oo. .KEPALA BIRO HUK

SEEBW
AERAH

SUPARMI
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